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BUPATI LEBONG 

PERATURAN BUPATJ LEBONG 

NOMOR 9,S TAHVN 2014 

TE!fTANG 

RENCANA KER.JA PEMERlNTAH DAlt"RAH (RKPD) 
KABUPATEN LEBO!fG TAHUN 2016 

DENGA!I RAHMAT TUHAll YA!fG MAB.A ESA 

IIUl'ATl LEBO!IG1 

Menimbang . a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat ( 1) 
Peraturan Pl,menntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
EvaluaSI Pelaksimaan Renc.ana Pernhangunan Daerah, 
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Rl<PD) Kabupaten Lebong Tahun 2015: 

b. bahwa berdasarkan pertlnlbangM sebllgllimana dimaksud 
pads buruJ a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Bu1>ati . 

Mengingal . I Undang-Uncla.ng Nomor 28 Tahun 1999 tenrang 
Penyeltnggaraan Negara yang Bers!b dan Bebas dari 
Korupsi Kolusl dan Nepotisrne {Leulbaran Negara Republlk 
lndonesia Tahu.n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembanm 
Negarn Republik Indonesia Nornor 3851): 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Ta.bun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaraa Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 4286); 



3. Undang-Unde.ng Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembe-ntulcan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 
di Provinsi Bengkt1 lu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nastonal (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembarao Negant Repuhlik lndonesla Nomor 4421); 

5 . Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 teotang 
Pemerintaha.a Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Repubttk lndonesta Nomor 4437), seb!lgaimana celah diubah 
beberapa kali, Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahuo 2004 tentang Pemerintahan 
Dnerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 59, Tamb?ben l,embaran Negara Republik lndoneaia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Lentang 
Perimbanf!1111 Kcuangan Ant.ara Pemerio I.ah Pu:sa1 dan 
Pemerinte.h Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia l'lomor 4438); 

7 . Undang-Undang l'lomor 12 1'abun 2011 ten tang 
Pemheotul<,an Peraturan Perundang-Und~ ( Lembaran 
Negera Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'lomor 
5234); 

8 . Per.aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tc,ntang 
Pengelolrum Keuangan Daerah ( Lembaran Nega.ra Republlk 
lndonewa Tahun 2005 Nomor 140. Tambahru1 Lembaran 
Negara Republik lndooesia Nomor 4578); 



• 

Meneta-pkan 

9 . PeraLuran Pemerintah Nomor 3ft ,ahun 2007 tente.ng 
Pembagian Urusan Pemerintnhnn Antara Pe:merintah. 
Pemerinlahan Daerah Provinsi clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubhl<: Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembllran Negara 
RepubHk 1 ndonesia Nomor 473 7 ); 

10, Peracuran Pemennrah Nomor 8 'l'ahun ~008 te1nang 'l'ata 
ca.ra Penyusunan, Pengendallan dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembanguoan Daerah (L.embaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor48l7) i 

11. Petaturan Menteii Dalan1 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Penge!olaan Keuangllll Daerah 
sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan Menten Dalarn 
Negen Nrunor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 TBhun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1~. Peraruran Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 201 0 
tentallg Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 Len (1lng TaLa Cara Penyu sunan, Pengendaliao dan 
Evaluaal Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
t Berita Negara Nomor 517); 

MEMUTUSKA!I : 

PERATURAN B'UPAT( TENT.ANG RENCANA KERJA 
PEl'dERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBONG 
TAHON ANGGARAN 2015. 

BAB I 
KETENTUAl'I -uMUl\l 

PasaJ 1 

Dalam Peraturan Bupatl ,nJ yang dimaksud dengan: 

I. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten l.A!bong. 

2. Bupati adalah Bupati Lebong. 



3. Saluan l{eija Pcrangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD 
adalah Perangkat Oaerah pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong selaku pengguna angga,:an/pengguna 
barang 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong tahun 
20l5, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2015 adalah 
dokumen pt.-rencanaan pembarigunan daerah periode l (satu) 
tahun yairu tahun 201S yang dimulai dari Januarl 2015 
sampai dcngan 31 Desember 2015 

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan 
clan pengganggaran yang berisi program daa kegiaLan SKPO 
serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sru:uan Kcrja Perangkat 
Daerah sela:njutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang 
ffi<'IDllll~ pandapatan clan belanja pcmbiayaan sedap SK.PO 
yang diguna,kan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
.anggaran. 

7 , Kebijakan Umum APBD yang selanju.tnya d1siogkjtt KUA 
adalah dokurnen yang memuat kebijakan b1dang pendapatan, 
belanJa. dan pemblayaan serta asums1 yang meadasannya 
unluk periode l(satu) tahun. 

8. Prlorira.s d&.l'l Pl11fon Anggaran Sernentara yang sclanjutnya 
dislngkat PPAS adalah rancanglln program prioritas dan 
patokan ba tas maks!mal anggaran yang dibenkan kepada 
SKPD unruk setiap program sebagal acuan dalr,un 
penyusunan RKA-SKPD sebelum dlsepakati dengan DPRD. 

9. Prioritas dan Plafon Anggaran yang sel11Jtjutnya dismgl<at PPA 
adalah program p11oritas dan patokan batas maksirnal 
anggaran yang diberikan kl}J)>J.da SKPD untuk setlap program 
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD seteleh 
disepakatl clcngan DPRD. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah. selaajutnya 
dtsingkat APBD adalah rencana keuangantahunan 
pemeJintaban daerab yang dibabas dan disetajui bersama 
oleh pemerintah daerah dan dltetapkan dengaa peraturan 
daerah 



11. Tim Anggaran Pemerin111h Daerab yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengiu, keputusan 
kepala dac;rah dan dlpilllpin oleh sekretaris daerah y,mg 
mempunyai tugas menyiaplcan serta melaksanakan 
kebijakan kepala daerah dalam rangka pcnyusunat'I APBD 
yang anggotanya terdlri clan pejabat -p<,rencana daerah, 
PPKD dan pejabat lmonya sesual dengao kebutuh8.J'I. 

BABU 
RENCANA XERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

LEBONG 

Pasal2 

(] I RKPD Tallun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembanguna.n Jangka Menengab (RPJM) dan dokumen 
perencanaan lainnya, sebagai perencaoaan program yang 
disusun dengan mempertimbangkan masukkan dan aspirosi 
drui pelaksanaan forum SKPD dan Musyawarah 
perencanaan pembangunan ( Musrenbang) Kabupaten 

Lebong 

(2) RKPD Tahun 2015 disusun da)am Dokumen Perencanaan 
Daerah Kabupaten Lebong dengan sistecnatlka penulisan 
sebagai be riku l : 

Bab l 
Bab TI 

Bab lU 

BablV 
BabV 

Bab VI 

Pendahu1uan 
E:valuasi basil pelakAa.rn!an RKPD Lahun 
2013 dan capaian kinerja penyelenggaraan 
pecnerin lab 
Rru,cRngan l<er>tng)<a ekonomi <laer.ah \'Ian 
kebijakan keuangan daerah 
Prioritas dan sasaran pembru1gunan daerah 
Reneana program dan kegiatan pnoritas 

daerah 
Penurup 

(3) RKPD Tahun 2014 sebagalmana ditnaksud pada ayat (21 
menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-PPAS 
iahun Anggaran 2015. 



Pasa13 

(11 Pemerintah Kabupaten Lehong bersa.ma Dewan Perwak.flan 
Rakyat Daerah Kabupaten Lebong membahas Rancangan 
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2015 untuk menetapkan 
Kebijakan Umum Anggaran clan Plafon Prioritas Anggaran 
(KUA-PPA). 

(21 SKPD menyusun renc;ana kerJ" dan Anggaran (RKA) sesuai 
dengan Kebijakan Umum Aoggaran dan Plafon Prio.ritas 
Anggaran [KUA-PPA) 

PasaJ 4 

(J) Tim Anggaran Pemorintah Daerah (TAPD) menelnah dan 
menycsuaikan RKA SKPD dengan KUA-PPA. 

(21 RKA SKPD yang telah dlsempumakan oleh SKPD sebagai 
baban penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 1evtang 
AP8DTahun 2015 

Pasal5 

(I) SKPD membuaL laporan realisasi fisik dan keuang'ID secara 
berk..'tla ,nas pelaksanaao DPA-SKPD 

(2) Lajjoran ~all&asl. lislk dan keu.angan sebagalmana c!lmaksud 
pada ayat (1 I, dlsampalkan kepada Bupati dan tembusannya 
kepada : 
a. Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Lebong 
b. Jnspektorat Kabupaten Lebong. 
c. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong. 
d. Bagian Pembangunan Sekretarial Daerah Kabu paten 

Lebong. 

(JI Laporan reallsasi fistk dan keuangan sebagaimana dJmaksud 
pada ayaL (1) akan menjadi bahan masu kan dan bah an 
pertimb•x>glUl untuk penvusunan perencanaan 
pembangunan berikumya. 



' ...... 

BAB Ill 
KETENTUAN l'EBUTUP 

Pasal6 

Peraluran Bupati ini mulal berlaku pada tanggal 
diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 
pengundangan Peraturan Bupan iru dengan penempaiannya 
dalam Bertta Daerah Ke.bupate,, Lebong 

Dltetapkan di Tubel 
pada. tanggal 13/ J.1e.i~ .ROI"/ 

;( BUPATI _LJ;;i°?.O }--J" 

't,rH, ROSJONSYAH 

Dlundangkan ell Tubel 
p1ula tanggal J '1 MU M l '1 · 
SEKRETARIS DAERAB KABUPATEN LEBONG, 

H. ARBAIN AMALUDDlN 

SERITA DAf.RAH KABUPATEN L.EBONG TAHUN 2014 NOMOR'.'.':.~.: .. ... 

✓ 


